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Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Retribusi Terminal di Pemerintah Kota Malang

Sugeng Mulyono, Abdul Halim

Abstract: Undang-Undang No. 22 and 25 Tahun 1999 provides twe strategic implications: firstly,
region gets even larger opportunity to make strategic decisions in its territory, and secondly, ir
is faced to sufficiently heavy internal constraints, mainly in accordance with local human resource
and some psychological problems. This research was aimed at (1) examining weather the
variable of apparatus competence, public facilities and equipments, supervision, and coordina-
tion giving effect on the implementation effectiveness of the policy of terminal retribution
management at Terminal Service of Malang Government, and (2) knowing which variable
possessing the dominant effect.

Keywords:  apparatus competence, public facilities and equipments, supervision, and coordina-
tion.

Untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas
yang menjadi kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya penyelenggaraan
tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun penerimaan daerah yang dimaksud terdiri dari
empat komponen utama, yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3)
Pinjaman Daerah, dan (4) Pendapatan Lain-lain yang syah. Sedangkan untuk dana
perimbangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) bagian daerah dari penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan
dari Sumber Daya Alam, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Bagi
daerah, dana perimbangan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat
untuk menggali berbagai sumber daerah. Oleh karena itu, dalam otonomi daerah dana
perimbangan ini jangan sampai menjadi sumber terpenting bagi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Bila ini terjadi maka keuangan daerah akan bergantung keuangan
pusat, dan ini tidak sesuai dengan semangat otonomi. Sedangkan sumber dari pinjaman
daerah untuk sepuluh tahun yang akan datang, dengan berbagai kendala dalam infrastruktur
keuangan yang relatif belum berkembang, tampaknya masih sulit untuk bisa diandalkan.
Hal tersebut pada akhirnya bermuara pada suatu kesimpulan bahwa dalam otonomi

Sugeng Mulyono dan Abdul Halim adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas
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daerah, sumber keuangat asli daerah harus menjadi andalan utama bagi pembiayaan
APBD.

Apabila kesimpulan di atas dikaitkan dengan kenyataan yang ada saat ini di Pemerintah

Kota Malang, kondisinya sangat memprihatinkan, dimana peranan PAD dan APBD Kota
50%. Melihat kenyataan seperti ini sebenarnya sangat
omi secara konsekuen.

Malang masih belum mencapai
sulit bagi Pemerintah Kota Malang untuk bisa melaksanakan Oton
tuk menolak otonomi

demikian, Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuatan un

udah ada Undang-Undang Otonomi Daerah.
dalam otonomi daerah di masa yang akan

langkah untuk melakukan usaha-usaha
ang bersumber dari PAD,

Namun

daerah, mengingat s
Untuk menghindari persoalan pembiayaan

datang, maka Pemerintah Kota Malang perlu me
yang serius guna meningkatkan kemampuatl keuangan daerah y

khususnya retribusi. . _
Dari bermacam-macam sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, menurut Syamsi
rupakan sumber pendapatan asli

(1994), pajak dan retribusi itu sangat penting, karena me
yang paling besar. Oleh karena itu, seyogianya pajak daerah harus mampu meningkatkan
penerimaan daerah. Kristiadi (1991) menyarankan agar sumber-sumber pembiayaan yang

ideal berkaitan dengan PAD antara lain (1) PAD seyogianya lebih dititikberatkan pada
ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber retribusi, hal ini mengingat bahwa retribusi
sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan demikian
diharapkan dapat sekaligus memacu peningkatan pelayanan, dan (2) pajak-pajak daerah
cukup ditetapkan secard limitatif pada objek-objek yang cukup potensial, bagi pajak yang

- kurang potensial seyogianya dihapuskan.
Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi akan sukses atau gagal ber-
gantung pada mufu administrasi Pemda dan seberapa realistis kebijakan tersebut difor-
serta semangat dan jiwa aparatnya,

mulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia,
terntama pimpinannya. Kualitas administrasi Pemda dapat ditingkatkan dengan pembekalan-
pembekalan melalui pelatihan-pelatihan agar lebib mampu membaca arti kebijakan sendiri

dan dampaknya terhadap perekonomian serta responsif terhadap tuntutan masyarakat

(Bawazir, 1996).
Dalam MAPATDA disebutkan bahwa pengelol

meliputi sistem dan prosedur, organisasi dan person
dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh fakior ekster

meliputi kemampuan administratif pengawasan, penyul
1 meliputi kebijakan pem

aan PAD di Daerah Tingkat Il yang
alia dan fasilitas penyelenggaraan
nal dan internal. Faktor internal
uhan, serta fasilitas dan sarana

kerja. Sedangkan faktor eksterna erintah dan kondisi objek pajak.
Susilo (1996) mengemukakan bahwa efektivitas pengelolaan PAD pada dasarnya disamping

dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel
lain tersebut adalah faktor internal (yang dapat dikontrol) dan variabel eksternal (yang
tidak dapat dikontrol). Adapun variabel internal meliputi: (1) organisasi dan perencanaan;
(2) sistem dan prosedur; 3) _koordinansi; 4) kemampuan!kompctcnsi personel; &)
sarana dan prasarana yang dimiliki; dan (6) insentif dan data dasar. Sedangkan variabel
eksternal meliputi (1) kesadaran wajib pajak; (2) perturnbuhan objek penerimaan; (3)
kondisi objek penerimaan; (4) kebijakan pe;merimah pusat; dan 5) perekonomiari daerah.

Kaho (1997) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan

PAD dipengaruhi oleh beberapa
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variabel, yaitu (1) kemampuan kinerja aparatur; (2) pengawasan; (3) disiplin kerja yang
tinggi; dan (4) fasilitas penyelenggaraan. Dalam pada itu, dalam Perda Pemkot Malang
Nomor 12 Tahun 1997 disebutkan bahwa, untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Terminal
mempunyai fungsi (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) penatausahaan; (4) koordinasi;
dan (5) pengawasan. '
Berangkat dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam riset ini adalah
“hipotesis pérlama bahwa variabel-variabel kompetensi aparatur, sarana dan prasarana,
pelaksanaan pengawasan, dan pelaksanaan koordinasi secara bersama-sama mempunyai
pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi
terminal”, dan hipotesis kedua "bahwa kompetensi aparatur mempunyai pengaruh paling
dominan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi terminal”.

METODE

Populasi dalam riset ini adalah seluruh pegawai di 3 (tiga) Sub-Terminal Pemerintah
Kota Malang sebanyak 94 orang. Selanjutnya diambil sampel dengan metode random
sampling sebesar 76 responden (Cooper & Emory, 1999).

Jenis data yang diperlukan adalah data primer berupa faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi terminal, dan data
sekunder berupa (1) data jumlah pegawai terminal di Pemerintah Kota Malang; dan
(2) data target dan realisasi pemungutan retribusi terminal di Pemerintah Kota Malang.
Untuk memperoleh data digunakan metode kuesioner dan dokumentasi.

Variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut. (1) Efektivitas implementasi
kebijakan pengelolaan retribusi terminal (variabel Y), adalah kinerja aparatur dalam
rangka mengimplementasikan kebijakan pengelolaan retribusi terminal. Untuk mengetahui
variabel ini diajukan 5 (lima) butir indikator dalam kuesioner meliputi (a) tingkat
pencapaian sasaran yang ditetapkan; (b) tingkat kemampuan organisasi dalam mengelola
sumber daya; (c) tingkat kepuasan aparat dalam organisasi; (d) tingkat pengembangan
organisasi; dan (e) tingkat kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa.
(2) Kompetensi aparatur (variabel X ), merupakan kemampuan umum yang diperlukan
atau dituntut untuk mendukung performance dalam suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.
Untuk mengetahui variabel ini diajukan 3 (tiga) butir indikator dalam kuesioner meliputi (a)
tingkat pendidikan aparatur; (b) masa kerja aparatur; dan (c) kesesuaian antara tingkat
pendidikan dan masa kerja dengan pekerjaan/jabatan yang diembannya. (3) Sarana dan
prasarana (X,), merupakan segala sarana dan prasarana kerja yang dimiliki dan digunakan
untuk memperlancar pekerjaan dalam pemungutan dan pengumpulan pendapatan daerah.
Untuk mengetahui variabel ini diajukan 3 (tiga) butir indikator dalam kuesioner meliputi
(a) jumlahnya; (b) kondisinya; dan (c) efisiensi penggunaannya. (4) Pengawasan (variabel
X,), merupakan usaha yang dilakukan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa
yang direncanakan, baik pelaksanaan pengawasan administrasi maupun pelaksanaan
pengawasan lapangan. Untuk mengetahui variabel ini diajukan 2 (dua) butir indikator
dalam kuesioner meliputi (a) frekuensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan administrasi;
dan (b) frekuensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan lapangan. (5) Koordinasi
(variabel X,), merupakan tata hubungan kerja dari satuan unit kerja (bagian) dalam
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mencapai keberhasilan kegiatan pemungutan retribusi, yakni tercapainya keberhasilan
penerimaan restribusi. Untuk mengetahui variabel ini diajukan 3 (tiga) butir indikator
dalam kuesioner meliputi (a) sinkronisasi pelaksanaan tugas; (b) frekuensi pertemuan
formal; dan (c) pengintegrasian sasaran pelaksanaan tugas.

Dalam kuesioner, masing-masing variabel diberikan alternatif jawaban tentang tingkat
persetujuan responden dengan skala Likert, misalnya: sangat setuju, setuju, cukup setuju,
tidak setuju, sangat tidak setuju; masing-masing diberi skor secara berurutan: 5, 4, 3, 2,
1. Selanjutnya, hasilnya di rata-rata, sehingga skala pengukurannya adalah rasio. Misalnya,
untuk variabel X, , responden menjawab setuju, skornya = 4 dan variabel X, ,» responden
menjawab sangat setuju, skornya = 5, maka skor rata-rata untuk variabel X =4+ 5y
2=45.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan untuk
memperoleh data atau informasi dapat mencerminkan data atau informasi yang diperlukan.
Dalam riset ini digunakan alat uji model Alpha Cronbach (Santoso, 2001:277). Uiji
reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat diandalkan jika
digunakan berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Dalam riset ini digunakan alat uji
model Alpha Cronbach (Santoso, 2001:280).

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y) adalah dengan regresi linier berganda dengan formula
sebagai berikut:

y=by+t bx, +bx, +bx +bx +¢

dimana: y = efektivitas Implementam kebijakan pengelolaan retribusi terminal, b, =
konstanta, b, B,= koefisien regresi dari K junasonn X, X, = Kompetensi aparatur, x2 =
sarana dan prasardna X,= pengawasan, X, = koord1na51 danc_ variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model

Untuk menguji hipotesis pertama digunakan uji F dengan kriteria apabila probability
value < 5%, berarti hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya jika probability value
> 5% berarti hipotesis yang diajukan ditolak. Untuk mengetahui variabel mana yang
berpengaruh dominan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi
terminal, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang telah distandardisasi. Apabila
nilainya paling besar berarti variabel tersebut berpengaruh dominan.

Agar model regresi tersebut dapat digunakan untuk estimasi, maka harus memenuhi
asumsi klasik, karena menurut Gujarati (1995), apabila asumsi klasik tidak dilanggar,
maka estimator OLS (Ordinary Least Square) akan BLUE (Best Linier Unbiased Estima-
tor), artinya estimator tersebut tidak bias dan mempunyai varians yang minimum. Asumsi
klasik yang dianggap penting untuk diuji (1) multikolinieritas, (2) heteroskedastisitas, dan
(3) autokorelasi.

HASIL
Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa corrected item total correlation lebih besar
dari nilai tabel r = 0,1876. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan melalui kuesioner

N

[~ "]

=

B E



rhasilan
wdikator
femuan

- ungkat
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4.3, 2,
fisalnya,
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4+ 5)/
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277). Uil
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dinyatakan valid (Santoso, 2001). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai alpha
cronbach lebih besar dari nilai tabel r = 0,1876. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan
melalui kuesioner dinyatakan reliabel (Santoso, 2001).

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai Correlation Coefficient-nya
lebih kecil dari 0,5. Ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2001).
Sedangkan hasil uji multikolinieritas menunjukan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 5,0.
Ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas (Santoso, 2001). Dan hasil uji autokorelasi

menunjukkan bahwa Durbin Watson 1,325 terletak diantara -2 dan +2. Ini berarti bahwa
tidak terjadi autokorelasi (Santoso, 2001).

Analisis Regresi

Hasil analisis regersi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi

; Koef. Regresi yang ;
Variabel Atsiandardioad p value & alpha Simpulan
X1 = Kompetensi aparatur 0,354 0,001 < 0,05 Signifikan
X2 = Sarana & prasarana kerja 0,335 0,003 < 0,05 Signifikan
X3 = Pengawasan 0,209 0,036 < 0,05 Signifikan
X4 = Koordinasi' 0,252 0,007 < 0,05 Signifikan

p value wji F =0,000 < 0,05, simpulan signifikan, dan R Square = 0,456

Uji Hipotesis Pertama

Dengan menggunakan uji F, hasilnya menunjukkan bahwa probability value-nya =
0,000 lebih kecil alpha 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur,
sarana dan prasarana, pengawasan, dan koordinasi secara bersamaan berpengaruh signifikan
terhadap variabel efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi terminal

Pemerintah Kota Malang. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam riset
ini diterima.

Uji Hipotesis Kedua

Dengan menggunakan uji t, hasilnya menunjukkan bahwa variabel kompetensi
aparatur, probability value = 0,001 paling kecil, dan koefisien regresi yang distandardisasi
= 0,354 paling besar. Ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh
dominan terhadap variabel efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi ter-

minal Pemerintah Kota Malang. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan dalam
riset ini diterima.
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PEMBAHASAN

Dengan berpijak pada hasil analisis kuantitatif di atas sebagai petunjuk awal,
selanjutnya dikombinasikan den gan pendekatan teoretis dan hasil riset sebelumnya, maka
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan
retribusi terminal dapat dibahas sebagai berikut,

Kompetensi Aparatur
Hamblin, ez al., dalam Harist (1995:86) mengemukakan bahwa kompetensi adminis-

trator, dan efektivitas suatu organisasi memiliki interkorelasi. Begitu pula perilaku admi-

memadai dan relevan,

Sarana dan Prasarana

Menurut Steer (1985) tujuan organisasi.akan dapat dicapai sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan sebelumnya sangat diperlukan sarana dan prasarana. Sedangkan
peranan teknologi atau sarana dan prasarana adalah untuk mengubah masukan atau bahan-

maupun sarana transportasi,

Hasil riset ini mendukung pendapat Sumodiningrat (1997) bahwa sarana dan prasarana
a merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan agar
efektif dan efisien sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam suatu organisasi
(Pemda). Kaho (1 997) mengemukakan bahwa untuk memperlancar pengelolaan pendapatan
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 daerah maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah,

efisisen dan efektif serta praktis dalam penggunaannya.

Pengawasan

Sudarsono (1986) menyatakan bahwa pengawasan memegang peran penting, terutama
untuk keperluan dalam mengevaluasi laporan maupun data-data yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil penerimaan ke kas daerah.

Hasil riset ini mendukung pernyataan Basrie (1995) yang mengemukakan bahwa
tujuan diberlakukannya pengawasan adalah untuk meningkatkan tertib administrasi penda-
patan, sistem dan prosedur Mapatda yang dilakukan dengan asas fungsional, Menurut
Kristiadi (1991) betatapun giatnya upaya menghimpun dana tanpa diikuti oleh pengurusan
administrasi yang baik, dalam hal ini sistem pelaporan dan pengendaliannya akan menjadi
sia-sia. Penataan administrasi dapat pula menghindari terjadinya penyelewengan oleh
aparat petugas.

Koordinasi

Menurut Simon dalam Syafrudin (1976) bahwa koordinasi merupakan asas pertama
dalam organisasi. Dan keharusan utama dalam segala organisasi adalah adanya hubungan
yang harmonis yang didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang diintegrasikan, dan
untuk tujuan ini esensi pertama adalah hubungan kewajiban dan tugas yang diintegrasikan
itu, dan dipertimbangkan satu sama lain. Kaho (1997) mengemukakan bahwa koordinasi
dalam bidang pemungutan pendapatan daerah merupakan upaya menyatukan kegiatan
dari satuan unit kerja pemungut, sehingga unit-unit yang diserahi tugas pemungutan
bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna mencapai keberhasilan kegiatan, yaitu ter-
capainya keberhasilan penerimaan dari objek-objek pendapatan daerah. Dengan demikian
koordinasi merupakan suatu proses saling integrasi dan sinkronisasi dari berbagai kepen-
tingan berbeda dan berusaha untuk tercapainya keserasian.

Hasil riset ini memperkuat pendapat Simon dalam Syafrudin (1976) yang menyatakan
bahwa kebutuhan akan adanya koordinasi itu dianggapnya sebagai akibat divergerende
invioeden atau kekuatan-kekuatan yang memancar yang hidup dalam lingkungan dinas-
dinas yang banyak jumlah dan corak ragamnya.

Secara struktural dimana kendali koordinasi merupakan wewenang Kepala Daerah,
tentunya bagi Dinas Terminal untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait
merupakan tugas yang cukup berat, karena mengkoordinasikan berbagai unit kerja yang
masing-masing mempunyai kedudukan yang setingkat dengannya atau instansi lain yang
walaupun lebih rendah kedudukannya, tetapi tidak mempunyai hierarki dengannya adalah
suatu tugas yang tidak ringan. Untuk itu agar selalu memahami dan memaklumi posisi
dan keadaan yang demikian ini, tidak terlalu mengherankan, jika sampai saat ini masih
jauh dari apa yang diharapkan, khususnya yang menyangkut masalah pemungutan/
retribusi (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Terminal Pemerintah Kota Malang).

Arti penting yang telah disadari dan niatan penyelenggaraan untuk melaksanakan
koordinasi sebagaimana ditunjukkan di atas ternyata belum merupakan jaminan untuk
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memperoleh hasil maksimal dalam penyelenggaraan suatu urusan. Hal ini ditunjukkan dari
data yang diperoleh bahwa sasaran yang hendak dicapai melalui koordinasi belum
terwujud dan nampaknya koordinasi formal hanya dilakukan satu kali setahun, yaitu hanya
pada rapat penyusunan prediksi penerimaan PAD yang dipimpin oleh Kepala Daerah.

Akan tetapi, mengingat pentingnya penyelenggaraan koordinasi khususnya di bidang
pemungutan/retribusi, tidak cukup hanya melihat bagaimana cara koordinasi itu diseleng-
garakan. Perlu pula dilihat pemahaman tujuan, keperluan dan kesadaran untuk melaksanakan
koordinasi itu oleh para pelaksananya, serta sejauhmana hasil yang dicapai. Apalagi
dalam organisasi pemerintahan, sebagai organisasi yang melaksanakan koordinasi satu
sama lain, maka secara esensial merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama atas
dasar kepentingan bersama. Sedangkan koordinasi merupakan alat untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan. Melihat kenyataan ini, lemahnya koordinasi akan menjauhkan dari
tujuan yang hendak dicapai

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, pengawasan, dan koordinasi secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan
pengelolaan retribusi terminal. Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaaan retribusi
terminal, 45,6% perubahannya dipengaruhi oleh perubahan kompetensi aparatur, sarana
dan prasarana, pengawasan, dan koordinasi.

Di antara variabel-variabel yang diteliti, variabel kompetensi aparatur paling dominan
pengaruhnya terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi terminal.

Semakin memadai kompetensi aparatur Unit Kerja di Terminal, akan semakin baik
pula efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusinya. Oleh karena itu, diper-
lukan seperangkat aparatur yang baik, meliputi: kemampuan umum, keterampilan dan
pengetahuan mengenai kebijakan, dan aturan pedoman pelaksanaan tugas administratif
bagi tercapainya tujuan organisasi.

Semakin memadai fasilitas kerja yang dimiliki Unit Kerja di Terminal, akan semakin
efektif implementasi kebijakan pengelolaan retribusinya. Oleh karena itu, diperlukan
sarana dan prasarana, baik dalam kuantitas maupun kualitas, efisien dan efektif serta
praktis dalam penggunaan untuk memperlancar kegiatan.

Semakin memadai pelaksanaan pengawasan administratif dan lapangan yang dilakukan
Unit Kerja di Terminal, akan semakin efektif implementasi kebijakan pengelolaan
retribusinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tertib administrasi pendapatan, sistem
dan prosedur MAPATDA perlu diberlakukan pengawasan yang baik.

Lemahnya koordinasi akan menjauhkan dari tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena
itu, mengingat pentingnya koordinasi khususnya di bidang retribusi, maka tidak hanya
dilihat bagaimana koordinasi ity diselenggarakan. Perlu pula dilihat pemahaman tujuan,
keperluan dan kesadaran untuk melaksanakan koordinasi itu oleh para pelaksananya,
serta sejauhmana hasil yang dicapai.
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Saran

Dinas Terminal hendaknya lebih memperhatikan kompetensi aparatur dalam rangka
peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan retribusi terminal. Karena
variabel ini berpengaruh paling dominan terhadap efektivitas implementasi kebijakan penge-
lolaan retribusi terminal. Apabila variabel ini ditingkatkan, maka efektivitas implementasi
kebijakan pengelolaannya juga akan meningkat paling signifikan. Dengan demikian,
berbagai terobosan yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur perlu dicari, antara
lain (1) pelatihan dan studi banding; (2) pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; (3)
kesesuaian penempatan pegawai perlu diperbaiki terutama untuk promosi dan mutasi di
masa yang akan datang; dan (4) melakukan kerjasama yang berkesinambungan dengan
pihak Pemerintah Propinsi atau pihak Perguruan Tinggi, sehingga tingkat kompetensi
aparatur pada Unit Kerja yang diserahi tugas pemungutan objek penerimaan daerah akan
terus berkembang pada semua lapisan jabatan.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi, perlu dipertim-
bangkan aloksai dana yang memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja, karena
hal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap perwujudan peningkatan penerimaan
pendapatan restribusi.

Walaupun pelaksanaan pengawasan telah berjalan baik, namun masih terdapat sisi-
sisi yang perlu dicermati. Setiap Unit Kerja pada Dinas Terminal perlu memantapkan
kembali pelaksanaannya.

Mengingat pelaksanaan koordinasi menunjukkan masih lemah, maka perlu ditingkatkan
baik koordinasi interen maupun eksteren agar lebih mapan dalam menjaring pemungutan,
dalam upaya menciptakan dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk meningkatkan
PAD. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan yang memegang fungsi koordinasi dalam
berbagai aktivitas dengan instansi lain atau Unit Kerja lain, perlu kejelasan tata kerja dan
tata hubungan kerja yang harmonis.
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